
BUPATIMUSIRAWASUTARA 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA 

NOMOR f~ TAHUN 

TENTANG 

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MUSI RAWAS UTARA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 

tentang Petunjuk Teknis Pengunaan Kartu Kredit 

Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan dan 

Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang 

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 

tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 

Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6845); 
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3. Undang-Undnng 12 Tnhut1 201 J t •nton~ 

Pcmb ·ntuknn Pcrulurmt Pcrundung-Undurwun 

(Lembumn Neguru Rcpubllk lndonctdn 'J'uhun 

2011 Nomor 82, Tambuhnn Lcmbanm Ncgoru 

Republik Indonesia Nomor 5234) scbagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik 

Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang 

Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5429); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara n 

Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 9 Nomor 42, 

Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 
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Menetapkan 

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahw1 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan BerbosiH Elektronik (Lembaran 

Negw-u Republik Indonesia 'l'nhun 2018 Nomor 182); 

8. Peraluran Menleri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Deeroh 

(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBl/2021 

Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 147); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu 

Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 582); 

PERATURAN 

PENGGUNMN 

MEMUTUSKAN: 

BUPATI 

DAN 

TENTANG TATA 

PENYELENGGARAAN 

CARA 

KARTU 

KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas Utara. 
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2. Pemerintah Ka bu paten adalah Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas Utara. 

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Raeas 

Utara. 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 

keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

7. Kartu Kredit adalah kartu kredit sebagimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran. 

8. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

belanja yang dibebankan pada APBD, setelah 

kcwajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi 

oleh bank penerbit Kartu Kredit sesuai dengan 

kewajibannya pada waktu yang disepakati dan 

satuan kerja perangkat daerah berkewajiban 

melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada 

waktu yang clisepakati dengan pelunasan 

pembayaran secara sekaligus. 

9. Pemegang KKPD adalah pejabat dan/atau pegawai 

yang berstatus pegawai negeri sipiJ daerah untuk 

melakukan transaksi pembayaran dengan KKPD 

berdasarkan penetapan pengguna anggaran. 

10. Administrator KKPD adalah pejabat dan/atau 

pegawai d.ilingkungan satuan kerja perangkat daerah 

yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil yang 

ditugaskan Bupati melaksanakan administrasi 

penggunaan KKPD. 
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11. PeJaksana Kuasa Pengguna KKPD adalah pejabat 

dan/ atau pegawai negeri sipil yang diberikan kuasa 

oJeh Pemegang KKPD sebagai pengguna KKPD. 

12. Satuan Kerja PengeJola Keuangan Daerah adalah 

unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada 

Pemerintah Daerah yang meJaksanakan Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 

anggaran untuk meJaksanakan tugas dan fungsi 

SKPD yang dipimpinnya. 

14. Kuasa PA yang selanjutnya disingkal KPA adalah 

pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 

sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

15. Pejabat Penge)ola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingka t PPKD adaJah kepala satuan 

kcrja peng lol k ua ngan da rah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pcngelolaan APBD dan 

bertinda k scb gai bendahara umum daerah. 

16. Bcndahara Umum Dacrah yang selanjutnya 

disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. 

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja 

Perangkat Oaerah yang selanjutnya disingkat PPK­

SKPD adalah pejabat yang melaksanakan f ungsi tata 

usaha keuangan pada SKPD. 

18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPrK adalah pejabat pada unit SKPD yang 

melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

19. Bendahara PengeJuaran yang selanjutnya disingkat 

BP adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, 

menyimJlW½ membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan 

belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 
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20. Bendahara Pengeluaran Pembanlu yang sclanjulnya 

disingkat BPP adaJah pejebat yang ditunjuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada unit SKPD. 

21. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Musi Rawas Utara. 

22. Bank Penerbit KKPD adalah Bank yang memfasilitasi 

penerbitan alat pembayaran berupa Kartu K.redit, 

yang dapat dilakukan sendiri atau melalui 

kerjasama dengan bank Jain. 

23. Daftar Pembayaran Tagihan KKPD yang selanjutnya 

disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi PA 

yang memuat informasi nama pemegang kartu, 

nomor kartu, jenis be)anja barang, rincian 

pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah 

tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit 

KKPD. 

24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP 

adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang 

djberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan 

operasional pada SKPD/unit SKPD dan/atau untuk 

membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan 

tujuannya tidak mungkin dilakukan melalw 

mekanisme pembayaran langsung. 

25. UP Tunai adalah UP yang diberikan dalam bentuk 

uang tunai kepada BP melalw transfer RKUD ke 

rekening BP. 

26. UP KKPD adalah UP yang diberikan dalam bentuk 

batasan belanja (limit) kredit kepada BP atau BPP 

yang penggunaannya dilakukan dengan KKPD. 

• 27. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan 

yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen 

yang digunakan untuk mengajukan permintaan 

pembayaran UP. 
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28. Surat Permintaan Pcmbayaran Ganti Uang 

Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU 

adalah dokumen yang cligunakan untuk mengajukan 

permintaan pembayaran GU. 

29. Surat Perintah Membayar Vang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang 

digunakan untuk menerbitkan surat perintah 

pencairan dana atas beban pengeluaran DPA SKPD 

yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai sub 

kegiatan. 

30. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan 

yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat 

perintah pencairan dana atas beban pengeluaran 

DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk 

mengganti UP yang telah dibelanjakan. 

31. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan 

yang selanjutnya disingkat SP2D-UP adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan 

dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM­

UP. 

32. Surat Perintah Pencairan Dana Gantu Uang 

Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-GU 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 

pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD 

berdasarkan SPM-GU. 

33. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan 

oleh PA yang ditujukan kepada Bank Penerbit KKPD 

untuk menerbitkan KKPD. 

34. Personal Identification Number yang selanjutnya 

disingkat PIN adalah nomor identifikasi pribadi bagi 

Pemegang KKPD yang menggunakan Kartu Kredit, 

yang merupakan suatu kombinasi angka-angka yang 

dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus 

untuk keamanan dan kemudahan Pemegang KKPD 

dalam melakukan transaksi. 
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3 . Notn Pcncnlrnn Dnnu l(l{PD ynnrt twlonjutnyn 

diHlnRlrnt dengnn NPD l{l{PD odulnh Hurni 

perschtiunn PA/l<PA untuk p •mbnynrnn b •l11nj11 

m •ngguno,knn UP Kl,PD ynng dll\Jukon olch PPTK. 

36. Pc mb •lion S ·cnru t:;;J •klronik ynn~ Rcl11njulny11 

discbut E-Purcha ing ndulnh IRln earn pemhclinn 

bornng/juso mclolul sistcm kotolog clcklronik ut.ou 

toko daring. 

37. Toko Dnlnm Jnringan yang sclanjlnya disebul Toko 

Doring adalah Sistcm lnformnsi yang mcmfasililasi 

P ngudaon Bnrung/Jasa mclului penyclcnggaraa n 

pcrdagnngan mclalui sislcm clektronik dan ritcl 

da ring. 

38. Katalog Elektronik a dalah sistem informasi 

clektronik yang mcmual informasi bcrupa daflar, 

jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponcn Dalwn 

Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar 

Nasionnl Indonesia (SNI), produk industri hijau, 

nt!gara asal , harga, Penyedia, clan informasi lainnya 

terkait barang/jasa . 

39. Pcngadaan Langsung Secara Elcktronik yang 

selanjutnya disingkat PLSE adalah pengadaan 

langsung yang dilaksanakan melalui Sistcm 

Pengadaan Secara Eleklronik (SPSE). 

40. E-billing adalah sistem pembayaran pajak yang 

dilakukan secara elektronik. 

BAB 11 

PENGGUNMN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) KKPD digunakan untuk penyelcsaian tagihan 

kepada Pemerintah daerah berupa penyelesaian 

tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal 

melalui mekanisme UP. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan: 
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a. kemudahan penggunaan atau Oeksibilitas kartu 

dengan jangkauan pemakaian yang lebih luas; 

b. transaksi dapat dilakukan di seluruh penyedia 

barang/jasa yang menerima pembayaran secara 

elektronik melalui mesin elektronik data capture 

atau media dalam jaringan; 

c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari 

terjadinya penyimpangan fraud; 

d. efektivitas dalam pengurangan UP yang 

menganggur atau id.le cash; 

e. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah 

daerah dari penggunaan UP; dan 

f. akuntabilitas pembayaran tagihan daerah dan 

pembebanan biaya penggunaan UP KKPD. 

BAB Ill 

PENGELOLA KARTU KREDIT PEMERJNTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pejobat Pcngelola Keuangan Daerah 

Pasal 3 

Dalam penggu.naan UP KKPD, PPKD selaku BUD 

bertugas: 

a. menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKPD; 

b. melakukan pembahasan rancangan / perjanjian 

kerjasama Pemerintah Daerah dengan pejabat Bank 

Penerbit KKPD; 

c. menandatangani perjanjian kerjasama dengan pejabat 

Bank Penerbit KKPD; 

d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk 

menetapkan Pemegang KKPD clan Administrator 

KKPD berdasarkan usulan PA; 

e. menyampaikan surat permohonan penerbitan KKPD 

kepada Bank Penerbit KKPD; 

f. menerbitkan surat perjanjian penggunaan KKPD 

dengan Pemegang KKPD; 
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g. mcnycrohkan Kl(l~D kcpucJu Pcmcgung KKPD di ucrlui 

be1it11 ucw-u scrah tcrimu l(l(PD don surnt pcrjonjiun 

penggunonn l{KPD; 

h. menandalangani berila acarfi serah tcrima Kl(PD don 

surat perjanjian penggunaan KKPD; 

i. memberikan persetujuan alas perminlaan kenaikan 

limit belanja KKPD dari Pemegang KKPD; 

j. melakukan penarikan KKPD karena penyalahgunaan 

atau keadaan tertentu; 

k. menerbitkan surat peringatan kepada Pemegang 

KKPD dalam hal terjadi penyalahgunaan KKPD; 

1. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas 

permohonan perubahan proporsi besaran UP KKPD; 

m . memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya 

permohonan dispensasi perubahan besaran UP; 

n. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan 

evauasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPD; 

o. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk 

memberikan surat teguran dan/ atau pemotongan 

besaran UP KKPD; 

p. menerbitkan surat penarikan KKPD; 

q. menyampaikan surat penarikan KKPD kepada Bank 

Penerbit KKPD dengan tembusan kepada Pemegang 

KKPD; 

r. melakukan pengawasan secara internal atas 

kewajiban pembayaran tagihan KKPD agar tidak 

melewati batas waktu/jatuh tempo pembayaran; 

s. menetapkan standar operasional prosedur terkait 

norma waktu penggunaan, penyelesaian tagihan, dan 

pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

t. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksa naan 

kerjasama, surat pesetujuan/perubahan pcrsetujuan 

besaran UP KKPD, status KKPD, jumluh dan total 

limit KKPD yang disetujui oleh Bank Pencrbit KKPD, 

ringkasan belanja dan pembayaran, sertn hamba tan 

dan kendala; dan 
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\t , tnCl\)' ll f'l llU <1011 111cny u111p11lk 1111 l11porn n hu ii 

monltor·-i11K <:11111 cvulunHI r •1111< 0 11 u 11t1 pr rn!J,,yurun 

ckngnn l<KPD ~ • 'Ltru Lri wul1111u11, c mrHtc ro n don 

lnhunnn sccnrn triwulunon k pndn Hupnli. 

Bagiun Kcduu 

Kunsn Dendah a ru Umum Docrah 

Pasal 4 

DaJam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan 

Laporan Keuangan Tahunan, yang paling sedikit 

memuat: 

a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD 

dengan Pemegang KKPD; 

b. melakukan penelitian besaran / proporsi UP KKPD; 

c. menyiapkan surat persetujuan besaran UP KKPD 

SKPD; 

d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa 

dibayarkan melalui UP, pagu jenis belanja yang bisa 

dibayarkan melalui UP KKPD, dan 

besaran/perubahan besaran/perubahan proporsi UP 

KKPD ke dalam kartu pengawasan UP KKPD; 

e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPD yrmg 

diajukan oleh PA; 

f. mengembalikan SPM GU KKPD kepadu PA dalmn hal 

SPM GU KKPD lidak memcnuhi pcrsya rata n ; 

g. menerbitkan SP2D GU KKPD; 

h. melakukan koordjnosi dengnn SKPD, terka it 

pcrcepatan pcnyelesaia n tagihnn KKPD yang l><.'lum 

dibayarkan; 

i. mclakukon cvuhmsi pembnynrnn dun pcnAAunnnn 

KKPD oleh PA/KPA; 

j. mcnyu1mn rek.upituluNi lnpomn husil monitoring dnn 

evolunRi pelnk,u\nlHtn pcmhuynrnn m nggunok11n 

KKPD; 
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k. meminta SKPD untuk melakukan percepatan 

penyampaian laporan dalam hal BUD belum 

menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan pembayaran dengan KKPD tingkat 

SKPD; 

I. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan 

hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pembayaran dengan KKPD kepada PPKD selaku BUD; 

m. menyiapkan surat teguran dan/ a tau pemotongan 

besaran UP KKPD; 

n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran 

UP KKPD SKPD dalam hal dilakukan pemotongan 

besaran UP KKPD; dan 

o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran 

UP KKPD SKPD kepada PA dan Bank Penerbit KKPD 

dengan ctitembuskan ke PPKD selaku BUD. 

Bagian Kctiga 

Pengguna Anggaran 

Pasal 5 

Dalam penggunaan UP KKPD, PA bertugas: 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD dalam surat 

pernyataan UP; 

b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD kepada Bupati melalui PPKD 

selaku BUD; 

c. menerbitkan surat pemyataan UP untuk ctiajukan 

pada saat penyampaian SPM UP Tonai ke Kuasa 

BUD; 

d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran 

UP KKPD kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD; 

e. melakukan pengujian terhadap; 

I. kebenaran data pihak yang berhak menerima 

pembayaran atas beban APBD; 

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti 

pengeluaran; 

12 

Dipindai dengan 
(i CamScanner· 

https://v3.camscanner.com/user/download


:1. k •h 11nron 1>crhllu11win 111glh1111 (o-hlllit,a)/ Duft.ur 

t11r,ih1111 14 •mc111'11rn; 

'1·. k •twHunion pcrhitungun 11nt11m hukti pcngeluornn 

dcngnn Tnglhun (e-bllli11g)/daft a r togihon 

HCll1Cl1luru; 

5. kcRCRuninn jcnis bclonja yang duput dibayarkan 

dengan l<KPD; 

6. kcsc:moinn spesifikosi tcknis don volume 

barang/jasa dalam pcrjanjian/kontrak, dokumcn 

scrah tcrima barang/jasa, dan barang.jasa yang 

diserahkan oleh penyedia barang/jasa; 

f. mengcsahkan scbagian/ seluruhnya bukti-bukti 

pengcluaran atas tagihan yang dibayarkan dcngan 

KKPD; 

g. menolak bukti-bukti pcngeluaran atas tagihan yang 

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti­

bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; 

h. menerbitkan DPT KKPD atas bukti pengeluaran yang 

memenuhi ketentuan; 

i. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan 

kepada pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti 

pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; 

j. menerbitkan NPD KKPD; 

k. menerbitkan SPM-GU KKPD dan menyampaikan 

kepada Kuasa BUD untuk penerbitan SP2D-GU 

KKPD; dan 

I. melakukan vcrifikasi atas indikasi penyalahgunaan 

KKPD. 

Bagian Kccmpal 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Pasul 6 

Dalam penggunaan UP KKPD 1 KPA bcrtugas: 

a. mcngajukan surat p rmohomm pcrubnhon bcsnrnn 

UP KKPD kcpadu PA; 
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b. melakukan pengujian lcrhadap: 

1. kebenaran data pihak yang berhak mcnerima 

pembayaran atas beban APBD; 

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukli-bukli 

pengeluaran; 

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daflar 

tagihan sementara; 

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran 

dengan Tagihan (e-billing)/ daftar tagihan 

sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan 

dengan KKPD; dan 

6. kesesuian spesifikasi teknis dan volume 

barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, dokumen 

serah terim barang/ jasa, dan barang/ jasa yang 

diserahkan oleh penyedia barang/jasa. 

c. mengesahkan sebagian/ seluruhnya bukti 

pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan 

KKPD; 

d. menolak bukti pengeluran atas tagihan yang 

dibayarkan dengan KKPD dalam hal terdapat bukti 

pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; 

e. menerbitkan DPf KKPD atas bukti pengeluaran yang 

memenuhi ketentuan; 

f. menyampaikan surat pemberitahuan penolakan 

kepada Pelaksana Kuasa Pengguna KKPD atas bukti 

pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan; dan 

g. menerbitkan NPD KKPD dan menyampaikan kepada 

BPP. 

Bagian Kelima 

PPfK 

Pasal 7 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PP'fK bertugas: 

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PA/KPA 

selaku Pemegang KKPD untuk melakukan belanja 

menggunakan KKPD; 
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b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka 

pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan yang 

menggunakan KKPD; 

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan 

KKPD; dan 

d. menyampaikan daftar nominatif belanja 

menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja 

kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-unit 

SKPD. 

(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, PPTK 

bertanggungjawab kepada pemegang KKPD. 

Bagjan Kcenam 

Pejaba t Penatausahaan Keuangan 

Sa tuan Kerja Perangka t Daerah 

Pasal8 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD bertugas 

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja 

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung 

untuk melakukan penilaian atas: 

l. kebenaran data pihak yang berhak menerima 

pembayaran atas beban APBD; 

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti­

bukti pengeluaran; 

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing) 

/ daftar tagihan sementara; 

4. kesesuaian perhitungan antara bukti 

pengeluaran dengan tagihan (e-ln1ling)/ daftar 

tagihan sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat 

dibayarkan dengan KKPD; dan 
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6. kesesuaian spcsifikasi lcknis dan volume 

barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, 

dokumen serah terima barang/jasa, clan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia 

barang/jasa. 

b. menyiapkan DPT; 

c. menyiapkan DPT KKPD; 

d. melakukan verifikasi SPP GU KKPD beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh BP dengan 

langkah sebagai berikut: 

1. meneliti dokumen DPA untuk memastikan 

bahwa belanja yang dibayarkan menggunakan 

KKPD tidak melebihi sisa anggaran; 

2. meneliti dokumen SPD untuk memastikan 

dana untuk belanja yang dibayarkan 

menggunakan KKPD telah disediakan; 

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti­

bukti lransaksi belanja yang dibayarkan 

mengguanakan KKPD; dan 

4. meneliti kesesuaian jumlah 

pengajuan GU KKPD dan 

transaksinya. 

e. menyiapkan SPM GU KKPD; 

perhitungan 

bukti-bukti 

f. menyiapkan surat pemyataan tanggung jawab 

mutlak PA; 

g. menerbitkan surat pemyataan verifikasi PPK 

SKPD; dan 

h. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

telah ditandatangani oleh PA kepada BP untuk 

penyiapandan pengajuan SPP GU KKPD. 

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK Unit SKPD 

mempunyai tugas dan wewenang: 

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja 

menggunakan KKPD beserta dokumen pendukung 

untuk melakukan penilaian atas: 

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima 

pembayaran atas beban APBD; 
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2. kcbcnaran malcriil don pcrhitungnn bukli ­

bukti pengeluaran; 

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-bi liiny)/ 

daftar tagihan sementara; 

4. kesesuaian perhitungan tagihan (e-

billing)/ daftar tagihan sementara; 

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat 

dibayarkan dengan KKPD; dan 

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 

barang/jasa dalam perjanjian/kontrak, 

dokumen serah terima barang/jasa, dan 

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia 

barang/jasa. 

b. menyiapkan DPT KKP; 

c. menyiapkan NPD KKPD; dan 

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

telah ditandatangani oleh KPA kepada BPP untuk 

penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD. 

Bagian Ketujuh 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Pasal 9 

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, BP mempunyai tugas 

dan wewenang : 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD 

kepada PA; 

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan 

jumlah UP Tunai dan UP KKPD yang dikelola oleh 

masing-masing BPP dalam pengajuan UP 

dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD 

SK.PD ke PPK.D selaku BUD; 

c. melakukan pengujian: 

I. NPD KKPD dan DPT KKPD; 

2. ketersediaan dana UP KKPD, dan 

3. penyusunan daftar pungutan/potongan 

pajak/bukan pajak atas tagihan daJam NPD 

KKPD. 

17 

j Dipindai dengan ! 
[ ______ CamScanner· ! 

https://v3.camscanner.com/user/download


d. mcnoluk NPD Kl<PD <lun DPT KKPIJ y11n1~ dlnjuknn 

dnn m enge mbulikun kcp11d11 PA dnlnm 1ml NPD 

KKPD ctnn DPT l<KPD lidnk rncmcnuhi 

pcrsynrolnn unluk dil.>t'lyorkan; 

e. mengajukan perminlarm pcnggantian UP KKPD 

mclnlui SPP-GU KKPD kcpada PA dcngan 

rn lampirkan NPD KKPD dan DPT KKPD dari PA 

dan NPD KKPD dan DJYf KKPD dari KPA, beserta 

dokumen pendukung lainnya melalui PPK-SKPD 

untuk dilakukan verifikasi; 

f. menyiapkan draft surat pernyataan tanggung 

jawab muUak PA; 

g. melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui 

pendebitan rekening BP ke rekening Bank 

Penerbit KKPD setelah pencairan dana SP2D 

diterima/masuk ke rekening BP; dan 

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui 

pendebitan rekening BP ke rekening setiap BPP. 

(2) Dalam penggunaan UP KKPD, BPP bertugas: 

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPD unit SKPD 

kepada BP; 

b. melakukan pengujian: 

1. NPD KKPD dan DPT KKPD; dan 

2. ketersediaan dana UP KKPD. 

c. menolak NPD KKPD dan DPT KKPD yang diajukan 

dan mengembalikan kepada KPA dalam hal NPD 

KKPD dan DPT KKPD tidak memenuhi 

persyaratan untuk dibayarkan; 

d. menyampaikan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

telah memenuhi persyaratan untuk dibayarkan 

kepada BP; dan 

e. melakukan pembayaran tagihan KKPD mclalui 

pendebitan rekening BPP ke rekening Bank 

Penerbit KKPD setelah dana UP KKPD 

diterima/masuk ke rekening BPP yang ditransfcr 

oleh BP. 
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Boginn Kcdelupnn 

Administrator Kartu Krcdit Pemerintoh Docroh 

Pasnl 10 

Dnlnm penggunaan UP KKPD, Administrator KKPD 

mcmpunyai lugas don wewenang : 

a. mclakukan aklivasi KKPD dan rcqucst/aklivasi PIN 

KKPD mclalui call cen tcr / lay an an pcsan singkat 

(Short Message Seroice)/sarana lainnya; 

b. mcminta kenaikan batasan belanja KKPD secara 

sementara atau permanen kcpada Bank Pencrbit 

KKPD melalui surat elektronik dan/atau sarana 

tercepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari 

PA/KPA; 

c. menginforrnasikan nilai kenaikan batasan belanja 

KKPD, periode kenaikan balasan belanja KKPD, serta 

nomor dan nruna KKPD kepada Bank Penerbit KKPD 

dalam hill pennintaan kenaikan batasan belanja 

KKPD secaro scm ntara; 

d. menginforrnosikan nilru kenaikan batasan belanja 

KKPD, period permanen, serta nomor dan narna 

KKPD kcpada Bank Pcncrbit KKPD dalarn hal 

pennintaan kenaikan batasan belanja KKPD secara 

pennanen; 

e. melakukan monitoring pengernbalian batasan belanja 

KKPD secara sementara ke batasan belanja awal 

setelah periode kenaikan batasan belanja 

sementara/masa berlaku penggunaan UP KKPD; 

f. mengajukan permintaan pengembalian batasan 

belanja KKPD ke batasan belanja awal kepada Bank 

Penerbit KKPD dalam hal batasan belanja KKPD yang 

dinaikan secara sementara tidak kembali kebatasan 

belanja awal setelah periode berakhir; 

g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran 

pembayaran kepada Bank Penerbit KKPD melalui 

surat elektronik dan/atau sarana tercepat lainnya 

setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA; dan 
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h. 111cnginfon11uHlkun nll11i kct ·rlunjuron r>cmlmyomn, 

nomur dnn numu l<KPD, huktl -buktl pomlmyornn/ 

p ·minduhbukuun yong rmh, du11 nornur r •kcninJ~ 

BP/BPP unluk pcnyeloron kcmbuli k,~podn Bank 

Penerbit KKPD dala m hul penyelorun kcmha li a hrn 

keterlanjuran pembaya ran. 

BAB JV 

Uang Persediaan Kartu Kredil Pemerinlah Dacrah 

Bagian Kesalu 

Penentuan Proporsi UP 

Pasal 11 

(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 

terdiri dari UP Tunai dan UP KKPD. 

(2) UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

merupakan bagian dari UP yang dikelola BP dan BPP 

atas pelimpahan dari BP. 

(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. UP Tonai sebesar 60% (enam puluh persen) dari 

besaran UP setiap SKPD; dan 

b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari 

besaran UP setiap SKPD. 

(4) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 12 

(1) Proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11 ayat (3) huruf b dapat dilakukan perubahan 

sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD pada 

SK.PD. 

(2) Perubahan proporsi UP KKPD sebagaimanu dimaksud 

pad.a ayat (I) dapat berupu kcn.a ikan utuu penurunnn 

proporsi UP KKPD. 

(3) Kenaikan sebaguirnnnn dimnksud pndu ayat (2) tidak 

diperbolehkan lebih dari 70% (tujuh puluh perscn). 
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. · , 
'~~: ~, •. 

(4) Pcnunman scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tidak diperbolehkan kurang dari 30% (tiga puluh 

persen). 

(5) PA mcngajukan perubahan proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 

mclalui PPKD selaku BUD. 

(6) PPKD selaku BUD memberikan pertimbangan alas 

usulan perubahan proporsi UP KKPD kepada Bupati. 

(7) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6), Bupati memberikan persetujuan 

perubahan proporsi UP KKPD. 

Pasal 13 

Pertirnbangan kenaikan atau penunman sebagaimana 

dimaksud dalam PasaJ 12 ayat (7) didasarkan alas: 

a. kebutuhan pengeluaran riil SKPD; 

b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD; 

c. pcrubahan dalam sistem pembayaran dengan kanaJ 

pembayaran secara elektronik; atau 

d. kcbutuhan lainnya dalam rangka efektifitas 

penggunaan UP KKPD. 

PasaJ 14 

Besaran UP KKPD dihilung dari proporsi UP KKPD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) atau 

perubahan proporsi UP KKPD yang Lelah disetujui oleh 

Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5). 

Bagian Kedua 

Permintaan Uang Persediaan Kartu Kredit 

Pemerintah Daerah 

Pasal 15 

(1) BP menyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA. 

(2) PA mencantumkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana 

dimaksud pad.a ayat (I) daJam surat pemyataan UP 

dan diajukan pad.a saat penyampaian SPM UP Tunai 

kepada Kuasa BUD. 
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Pmml 16 

(1) Dnlnm hul lcrdopat pcrubohun bmmrnn UP KKPD 

scbngaimana dimuksud dulum Pmml 11 oyut (3) utuu 

p rubahnn proporsi UP KKPO scbAgoimona dimaksucl 

dalam Pasal 12 oyut (5) selclah adanya penyumpaian 

SPM UP, PA mcngajukan surat pcrmohonan pcrubahan 

besaran UP KKPD kcpada PPKD selaku BUD melalui 

Kuasa BUD. 

(2) Surat permohonan perubahan persctujuan besaran UP 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 

melampirkan: 

a . surat pernyataan UP dari PA; dan 

b. Keputusan Bupati tentang perubahan besaran UP 

atau Proporsi UP KKPD. 

(3) Kelentuan mengenai format surat pernyataan UP dari 

PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 17 

(1) Berdasarkan surat pemyataan dan Keputusan Bupati 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kuasa 

BUD melakukan penelitian besaran UP KKPD. 

(2) Dalam hal besaran/proporsi UP KKPD telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 

(3) dan Pasal 12 ayat (5), PPKD selaku BUD 

menerbitkan surat persetujuan besaran UP KKPD 

SKPD. 

(3) Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan 

paling lambat l(satu) hari kerja setelah SPM UP 

dan/atau permohonan perubahan besaran UP KKPD 

SKPD diterima oleh Kuasa BUD. 

(4) Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pcngajuan 

UP dan/atau pengajuan perubahan besaran UP KKPD 

SKPD ke PPKD selaku BUD melalui Kuasa BUD harus 

mclampirkan daftar rincian yang menyntakan jumlah 

UP Tunai dan UP KKPD oleh setiap BPP. 
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(5) Jenis KKPD sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan 

limit penggunaan KKPD untuk keperluan belanja 

sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dan ayat (4) 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 19 

(1) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud daJam 

PasaJ 18 ayat (2) dilakukan dengan nilai belanja paling 

banyak sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran. 

(2) Penggunaan KKPD sebagairnana dimaksud pada ayat 

(II dapa t dilakuka n melaluj transaksi kalaJog 

elektronik, toko daring, dan PLSE yang disediakan oleh 

lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan 

di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemeintah. 

(3) Belanja bar ang/jas ebagairnana dirnaksud pada ayat 

( 1) dan ayal (2) dil kuka n la ngka h sebagai berikut: 

a. memastikan barang/jasa yang dibutuhkan 

terscdiaan pada layanan PLSE seperli e-katalog 

lokal, toko daring dan ritcl daring; 

b. spesifi.kasi barang/jasa sesuai dengan yang 

tercantum dalam DPA-SKPD, termasuk jcnis 

produ.k dalam negcri dan tingkat komponen dalam 

negeri sesuai peraturan perundang-undangan; 

c. memastikan ketersediaan limit KKPD untuk 

melakukan pembayaran belanja; 

d. pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan 

e. melakukan pembayaran melakukan Kartu Kredit 

pada 1 (satu) penerima pembayaran. 

(4) Dalam hal KKPD digunakan untu.k transaksi di luar 

sarana sebagaimana diroaksud pada ayat (2), nilai 

belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima 

pembayaran sebesar RpS0.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah). 
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(5) Limit belanja KKPD daJarn rangka keperluan belanja 

barang/jasa serta belanja modaJ untuk pertama kaJi 

diberikan paJing banyak sebesar RpS0.000.000,00 

(lima puJuh juta rupiah). 

(6) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja 

perjaJanan dinas jabatan untuk pertama kali diberikan 

paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empt puluh 

juta rupiah). 

(7) Total batasan limit belanja KKPD pada SKPD paJing 

banyak sebesar UP KKPD yang telah disetujui PPKD 

selaku BUD sebagirnana dimaksud dalam Pasal 17 

ayal (2). 

(8} TotaJ besaran UP KKPD dan penggunaan UP KKPD 

daJam 1 (satu) tahun tidak melebihi pagu jenis belanja 

yang bisa dibayarkan melaJui UP KKPD. 

(9) Pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melaJui UP 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adaJah 

paling ba nyak 30% (liga puluh persen) dari pagu jenis 

belanja yang bisa dibayurkan melaJui UP. 

Bagian Keempal 

Pemegang, Pelaksana Kuasa Pengguna dan 

Administrator Kartu Kredit Pemerinlah Daerah 

Pasal 20 

(1) Pernegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna dan/atau 

Administrator KKPD merupakan pejabat/pegawai 

SKPD yang berstatus PNS. 

(2) Pemegang KKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

merupakan PA/KPA. 

(3) Pelaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) merupakan PNS yang mendapat kuasa 

untuk menggunakan KKPD dari PA/ KPA. 

(4) Administrator KKPD sebagiroaoa dirnaksud pada ayat 

(1) merupakan BP/BPP. 
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,· 

(5) Dalam haJ tcrdapat Pcmcgang KKPD scbagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan/atau Administrator 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

berhaJangan, pegawai yang ditunjuk melaksanakan 

tugas PA/KPA dan/atau melaksanakan tugas BP/BPP 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan, sebagai pemegang KKPD dan 

Administrator KKPD. 

BABY 

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN 

KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 

Perjanjian Kerjasama 

PasaJ 21 

(1) PPKD selaku BUD menunjuk bank yang menjadi 

penempatan RKUD sebagai Bank Penerbit KKPD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (I) merupakan bank yang sama dengan bank 

penempatan RKUD. 

(3) Berdasarkan penunjukkan bank sebagaiman 

dimaksud pada ayat (I), PPKD selaku BUD membut 

perjanjian kerjasama dengan pejabat Bank Penerbit 

KKPD. 

(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), paling sedikit memuat: 

a. definisi; 

b. tujun perjanjian kerjasama; 

c. ruang lingkup perjanjian kerjasama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui 

UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SKPD; 

e. hak dan kewajiban PPKD selaku BUD dan Bank 

Pencrbit KKPD; 

f. tata cara penagihan dan pembayaran tagihan 

KKPD; 
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g. jenis dan besaran biaya (fee), pajak-pajak; 

h. penyelesaian perselisihan dan hukum yang 

berlaku; 

i. jangka waktu perjanjian; 

j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian; 

k. alamat dan wakil para pihak; 

I. surat referensi; 

m. keadaan kahar (force majeure); dan 

n . kerahasian informasi/ data. 

(5) Perjanjian kerja sama sebagaimana di maksud pada 

ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dan 

pejabat Bank Penerbit KKPD. 

Pasal 22 

(1) Dalam hal bank penempatan RKUD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) belum memiliki 

kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank 

penempatan RKUD mela kukan kerja sama dalam 

penerbitan KKPD dengan bank badan umum milik 

negara yang telah memperoleh izin sebagai penerbit 

Kartu Kredil dari otoritas yang berwenang. 

(2) Dalam rangka kerja sama dengan bank badan umum 

milik negara dalam penyediaan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), bank penempatan RKUD 

membuat perjanjian kerja sama dengan bank badan 

umum milik negara. 

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), paling sedikit memuat: 

a. defmisi; 

b. tujuan perjanjian k:erja sama; 

c. ruang lingkup perjanjian kerja sama; 

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui 

UP dan besaran fasilitas kredit (credit line) SK.PD; 

e. hak dan kewajiban bank penempatan RKUD dan 

bank umum milik negara Penerbit KKPD; 

f. tata cara penagiban dan pembayaran tagihan 

KKPD; 
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g. jcnis don bcsuron biayo (fee), pajok-poj11k; 

h . penyclcsn.ion pcrsclisihun don hukum yang 

berlftku; 

i. jangka waktu perjanjian; 

j. bcrakhimya dan akiba t pengakhiran perjanjian; 

k. aJamat dan wakil para pihak; 

I. surat refcrensi; 

m. keadaan kahar (force majeure); 

n. kerahasiaan infonnasi/ data; dan 

o. ketentuan penutup. 

(4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditandatangani oleh pejabat bank 

penempatan RKUD dan pejabat bank badan umum 

milik negara Penerbit KKPD. 

(5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai 

dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang 

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu 

Kredit. 

Pasal 23 

(1) Dalam melakukan kerja sama dalam penerbitan 

KKPD dengan bank badan umum milik negara 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 22 ayat (1), 

pejabat bank penempatan RKUD mengkonsultasikan 

terlebih dahulu kepada Bupati untuk rnendapatkan 

persetujuan. 

(2) Persetujuan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalarn Keputusan Bupati. 

(3) Pejabat bank penempatan RKUD melaporkan hasil 

pelaksanaan kerjasama antara bank penempatan 

RKUD dengan bank badan umum milik negara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati 

secara periodik. 
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Bag.ion Kcdua 

Penempatan Pemegang dan Administrutor 

Kartu Kredit Pemerintah Dacrah 

Pasal24 

( 1) Berdasarkan perjanjian kerja sama sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 21 ayat (5), PA menyampaikan 

daftar usuJan pemegang KKPD dan Daftar Usulan 

Administrator KKPD kepada PPKD selaku BUD. 

(2) Daftar usulan pemegang KKPD dan Daftar Usulan 

Administrasi KKPD, sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) paling sedikit memuat: 

a. nama dan NIP pemegang KKPD; 

b. tempat dan tanggaJ lahir pemegang KKPD; 

c. jabatan pemegang KKPD; 

d. kewenangan pemegang KKPD; 

e. batasan belanja (limit) KKPD untuk setiap 

pemegang KKPD; 

f. aJamat surat elektronik pemegang KKPD; 

g. aJamat dan NIP Administrator KKPD; 

h . tempat dan tanggaJ lahir Administrator KKPD; 

i. jabatan Administrator KKPD; dan 

j. aJamat surat elektronik Administrator KKPD; 

(3) Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD 

disesuaikan dengan Keputusan Bupati tentang 

Penetapan PA, KPA,BP dan BPP pada SKPD. 

(4) Berdasarkan daftar usulan pemegang KKPD dan 

Daftar Usulan Administrator KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPKD selaku BUD 

menugaskan kepala bidang perbendaharaan untuk 

melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian 

dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dan ayat (3). 

(5) Kepala Bidang Perbendaharaan menyiapkan 

rancangan Keputusan Bupati tentang Daftar 

Pemegang KKPD dan Administrator KKPD. 
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(6) Kepala bidang pcrbcndaharaa n mcnyampa ikan 

rancangan Keputusan Bupati tentang Daftar 

Pemegang KKPD dan Administrator 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada 

selaku BUD, paling lambat 2 (dua) hari 

KKPD 

PPKD 

sejak 

menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) secara lengkap. 

(7) PPKD selaku BUD menyiapkan dan menyampaikan 

usulan daftar pemegang KKPD dan Administrasi 

KKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

Bagian Ketiga 

Pengajuan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

Pasal 25 

(1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7), PPKD selaku BUD 

mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD 

kepada Bank Penerbit KKPD. 

(2) Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan: 

a. surat referensi dari PA/KPA; 

b. fonnulir aplikasi KKPD dari bak permanen; 

c. fotocopi kartu tanda penduduk yang masih 

berlaku dari PA/KPA; 

d. fotocopi NPWP PA/KPA; 

e. SK PA; dan 

f. Keputusan Bupati tentang besaran UP SKPD. 

(3) Pengajuan permohonan penerbitan KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 

dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sejak Keputusan 

Bupati sebagaimana di maksud dalam Pasal 24 ayat 

(7) diterbitkan. 

30 

! Dipindai denga~··; 

: ...... CamScanner- ! 

https://v3.camscanner.com/user/download


Pasal 26 

(1) Dalam hal bank penempatan RKUD bekerjasama 

dengan bank badan umum milik negara dalam 

penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

22 ayat (1), PPKD selaku BUD mengajukan 

pennohonan penerbitan K.KPD melalui bank 

penempatan RKUD. 

(2) Pengajuan pennohonan penerbitan K.KPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) dengan 

melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 25 ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari 

sejak Keputusan Bupali sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (7) cliterbilkan. 

Pa sa l 27 

Ketentuan mcngenai format surat permohonan 

penerbilan KKPD s bagaimana dimaksud dalam Pasal 25 

a 1a t (I} da n Pa · 5 a a t (1) da n Pasal 26 ayal (1) dan 

Sura t Referen i bagoima na dimaksud daJam Pasal 25 

a a t (2), tc rcan tum da l m Lampiran yang merupakan 

bagian tida k tc rpisahka n dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Keempal 

Penerbilan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

PasaJ 28 

( 1) Bank penerbit KKPD melakukan verifikasi surat 

permohonan yang diajukan oleh PPKD selaku BUD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2). 

(2J Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk untuk persetujuan pemberian batasan 

belanja (limit) KKPD yang disesuaikan dengan 

kebijakan bank penerbit KKPD dengan 

mempertimbangkan Keputusan Bupati tentang 

besaran UP SKPD. 
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(3) Verilika si sebagaimana dimaksud pada aya l (1) dan 

ayat (2) selesai dilaksanakan paling lamba t 6 (ena m) 

hari kerja setelah surat permohonan penerbitan 

KKPD diterima oleh bank penerbit KKPD. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terpenuhi, bank penerbit KKPD 

menerbitkan: 

a. KKPD; 

b . rekapitulasi penerbitan KKPD; dan 

c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada 

PPKD selaku BUD. 

(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 

paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil 

verifikasi terpenuhi. 

(6) Bank penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada 

PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari kerja 

setelah KKPD diterbitkan. 

(7) Dalam hal basil verifkasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terpenuhi, Bank Penerbit KKPD 

menerbitkan: 

a. KKPD; 

b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan 

c. tanda terima KKPD, untuk diserahkan kepada 

PPKD selaku BUD. 

(8) Bank penempatan RKUD menyampaikan KKPD 

kepada PPKD selaku BUD paling lambat 1 (satu) hari 

kerja sejak diterima dari bank badan umum milik 

negara. 

(9) PPKD selaku BUD menyampaikan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ayat(8) kepada pemegang KKPD 

paling Iambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima dari 

bank penempatan RKUD. 
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Pasal29 

(1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dirnaksud dalarn 

Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) tidal< terpenuhi, Bank 

Penerbit KKPD menolak sebagian atau seluruh 

permohonan penerbitan KKPD dengan menyarnpaikan 

surat pemberitahuan penolakan kepada PPKD selaku 

BUD. 

(2) Penyampaian surat pemberitahuan penolakan 

sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 

paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya 

proses verifikasi. 

(3) PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi 

persyaratan pennohonan penerbitan KKPD dan 

menyampaikan kembali kepada Bank Penerbit KKPD 

untuk proses veifikasi lebih lanjut. 

(4) PPKD selaku BUD menugaskan kepala bidang 

perbendaharaan untuk melaksanakan perbaikan dan 

melengkapi persyaratan permohonan penerbitan 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan 

berkoordinasi dengan PA. 

(5) PPKD selaku BUD menyampaikan kembali perbaikan 

dan kelengkapan persyaratan permohonan penerbitan 

KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 

lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterima surat 

penolakan. 

Bagian Kelirna 

Aktivasi dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah 

Pasal 30 

(1) Pemegang KKPD menggunakan KKPD sesuai dengan 

kewenangannya setelah terlebih dahulu dilakukan 

aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali. 

(2) Aktivasi KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan oleh : 

a. administrator KKPD; 

b. setiap pemegang KKPD melalui call center; 
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c. layanan pesan singkat (Short Message Service); 

atau 

d. sarana lainnya. 

(3) aktivasi PIN KKPD dilakukan oleh: 

a. administrator KKPD; 

b. setiap pemegang KKPD melalui call center, 

c. layanan pesan singkat (Short Message Seroice);dan 

d. sarana lainnya. 

Pasal 31 

(1) Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, 

status KKPD secara otomatis aktif dan siap 

digunakan. 

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan untuk pembayaran belanja barang dan 

jasa serta belanja modal sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18. 

Pasal 32 

(1) Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada 

kolom tanda tangan (signature panel) yang terdapat 

pada bagian belakang KKPD. 

(2) Pemegang KKPD wajib merahasiakan nomor kartu, 

PIN, Card Verification Value (CVV} dan masa berlaku 

KKPD. 

(3) Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa 

kondisi dan rincian transaksi KKPD untuk 

memastikan tidak terdapat transaksi yang 

salah/ tidak diakui (dispute). 

(4) Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, 

Pemegang KKPD dilarang memberikan informasi 

mengenai data diri dan transaksi KKPD kepada 

siapapun. 

(5) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi, 

Pemegang KKPD mengutamakan pembelian 

barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri. 
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(6) Dalam hal KKPD tidal< dipergunakan dalam jangka 

waktu lama, Pemegang KKPD dapat mengajukan 

pennohonan penonaktifkan kepada Administrator 

KKPD dan menyimpan KKPD ditempat yang aman. 

BAB VI 

PELAKSANMN PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT 

PEMERINTAH DAERAH 

. Bagian Kesatu 

Penatausahaan Bukti-Bukti 

Pasal 33 

(1) Pelaksana Kuasa Pengguna mengumpulkan dokumen 

belanja yang menggunakan KKPD berupa: 

a . tagihan (e-billing)/Daftar tagihan sementara; 

b. surat tugas, undangan rapat, surat perjalanan 

dinas, perjanjian, atau kontrak; dan 

c. bukti-bukti pengeluaran. 

(2) Daftar tagihan sementara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dihasilkan dari sistem perbankan Bank 

Penerbit KKPD, memuat infonnasi: 

a. nama pemegang KKPD; 

b. nomor KKPD (account number); 

c. tanggal cetak Daftar tagihan sementara; 

d. tangal transaksi (transaction date); 

e. tanggal pembukuan (posting date); 

f. keterangan (description); 

g. nilai transaksi ( amaunts); dan 

h. sub total tagihan. 

(3) Bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf c meliputi bukti pembelian atau pembayaran 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(4) Berdasarkan doku.men sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), PPTK selaku pelaksana pengguna KKPD 

membuat daftar pengeluaran riil belanja 

menggunakan KKPD. 
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(5) Dnftar pcngcluaran riil belanja mcnggunakan KKPD 

scbagoimana dimaksud pada ayot (4) sesuai dengan 

format tercantum dalam Lampimn yang merupakan 

bagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 

Pcnagihan dan Penyelcsaian Tagihan 

PasaJ 34 

(1) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD 

menyampaikan daftar pengeluaran rill belanja 

menggunakan KKPD dengan melampirkan dokumen 

belanja scbagaimana dimaksud daJam Pasal 30 ayat 

(I) kepada PA/KPA mclalui PPK-SKPD/PPK unit SKPD 

pa ling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan (e­

billing)/Daftar tagihan scmenlara diterima dari Bank 

Pcnerbit KKPD. 

(2) Berdasarka n daftar pengeluaran rill belanja 

menggunakon KKPD beserta dokumen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), PPK-SKPD/PPK unit SKPD 

melakukan verifikasi terhadap: 

a . kebenaran data pihak yang berhak menerima 

pembayaran atas beban APBD; 

b. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti 

pengeluaran; 

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/ Daftar 

tagihan sementara termasuk memperhitungkan 

kewajiban penerima pembayaran kepada 

pemerintah provinsi; 

d. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran 

dengan Tagihan (e-billing) Daftar tagihan 

sementara; 

e. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan 

dengan KKPD; dan 

f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume 

barang/jasa daJam perjanjian/kontrak, dokumen 

serah terima barang/jasa, dan barang/jasa yang 

diserahkan oleh penyedia barang/jasa. 
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(3) U ·rdosurknn hut-Jil vcrinlurni, PPl<-SKPD/PPK unit 

SKPD mcnyiopkun NPD KKPD dcngun dilurnpiri Df-'f 

l<KPD scrla bukti pcngcluaran unluk sclunjutnyu 

disampaikan kcpada PA/l<PA untuk ditandatanga ni 

cla n disahkan. 

(4) NPD Kl<PD sebagaimana climaksud pada ayat (3) paling 

seclil<lt memuat: 

a. tanggal clan nomor NPD KKPD; 

b. jumlah lagihan KKPD yang clibayarkan; 

c. nomor rekening Bank Penerbit KKPD; 

d. peruntukan pembayaran; clan 

e. langgal setuju/lunas bayar serta penanclatanganan 

NPD KKPD. 

(5) PA/KPA mengesahkan sebagian/seluruhnya bukti 

pengeluaran clan DJYI' KKPD sebagaimana dimaksucl 

pada ayat (3) dan menandatangani NPD KKPD. 

(6) DJYI' KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 

sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

Pasal 35 

(1) Dalam hal terdapat bukti pengeluaran yang tidak 

menolak bukti pengeluaran dimaksud dan 

disampaikan kepada PJYI'K selaku pelaksana kuasa 

pengguna KKPD melalui surat pemberitahuan 

penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 

daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD 

diterima. 

(2) PIYI'K selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD 

memperbaiki dan melengkapi bukti pengeluaran riil 

belanja menggunakan KKPD dan menyampaikan 

kembali kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK unit 

SK.PD untuk proses verifikasi lebih lanjut. 

(3) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bngian 

tidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pmml 36 

PA/KPA mcnyampaikan NPD J<KPD yang dilampiri DPT 

KKPD dan bukti pengeluaran bclanja yang telah disahkan 

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) kcpada 

BP/BPP paling lambat 1 (satu) hari kcrja setelah 

ditcrbitkan dan dilampiri dcngan dokumcn yang lengkap 

dan sah. 

Bagian Ketiga 

Pengujian Nota Pencairan Dana 

Pasal 37 

(1) Berdasarkan NPD KKPD yang dilampiri DPT KKPD 

dan bukti pengeluaran belanja yang telah disahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, BP/BPP 

melakukan: 

a. pengujian atas NPD KKPD dan DPT KKPD; 

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan 

c. penyusunan daftar pungutan/ potongan pajak/ 

bukan pajak atas tagihan dalam NPD KKPD. 

(2) Pengujian alas NPD KKPD dan DPT KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

meliputi: 

a. penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang 

diterbitkan oleh PA/KPA; 

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: 

1. pihak yang ditunjuk untuk menerima 

pembayaran; 

2. nilai tagihan yang harus dibayar; 

3. jadwal waktu pembayaran; dan 

4. ketersediaan dana yang bersangkutan. 

c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran 

antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam 

penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis 

yang di sebutkan dalam dokumen 

perjanjian/kontrak; dan 
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d. Pemeriksaan dan pcngujian kctcpatan 

penggunaan kode rekening anggaran alas 

pengeluaran. 

(3) Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah 

memenuhi persyaratan, BPP menyampaikan NPD 

KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan oleh KPA 

kepada BP untuk pengajuan permintaan penggantian 

UP KKPD kepada PA. 

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT 

KKPD yang diterbitkan PA sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dan NPD KKPD dan DPT KKPD yang 

diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3), BP mengajukan pennintaan penggantian UP 

KKPD kepada PA. 

(5) Pengajuan permintaan penggantian UP KKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 

paling lambat 2 (dua) hari sejak NPD KKPD dan DPT 

KKPD diterima. 

(6) Dalam hal berdasark:an pengujian, NPD KKPD dan 

DPT KKPD tidak memenuhj persyaratan untuk 

dibayarkan, BP/BPP menolak NPD KKPD dan DPT 

KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada 

PPTK paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPD 

KKPD dan DPT KKPD diterima. 

Bagian Keempat 

Mekanjsme Penerbitan SPP-GU, SPM GU dan 

SP'2DGU KKPD 

Pasal 38 

Permintaan penggantian UP KKPD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilakukan dengan 

mengajukan SPP-GU KKPD kepada PA melalw PPK-SKPD 

yang dilampiri NPD KKPD dan DPT KKPD serta dokumen 

pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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l'mml 39 

(1) PPK-Sl(PD mclokukon vcrlfikuHi dokumcn !WP-GU 

J<l<PD yang disampaikan BP Hesu1:1i dcngun kctcntuon 

pcraturan pcrundang undangan . 

(2) Berdasarkan hasiJ verifikasi sebagaimono dimaksud 

pada ayat ( 1) dokumcn SPP-GU KKPD dinyala kan 

lengkap dan sah, PPK-SKPD mcnyiapkan SPM GU 

KKPD yang dilampiri surat pemyataan tanggung jawab 

mutJak PA dan surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD, 

dan disampaikan kepada PA untuk ditandatangani. 

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) dokumen SPM GU KKPD 

belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD 

mengembalikan dokumen SPM GU KKPD kepada PA 

paling lambat 1 (satu) hari sejak diterima dokumen 

SPM GU KKPD. 

Pasal 40 

(1) PA menerbita SPM GU KKPD dan menyampaikan 

kepada Kuasa BUD untuk penerbian SP2D GU KKPD 

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPP­

GU KKPD diterima secara lengkap. 

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilampiri : 

a. Surat pemyataan tanggung jawab mutlak PA; dan 

b. Surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD. 

Pasal 41 

(1) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU 

KKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Berdasarkan basil verifikasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dokumen SPM GU KKPD dinyatakan 

Jengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D GU KKPD 

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM 

GU KKPD diterima secara lengkap. 
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(3) Dulcun huJ bcrdosarkan husil vcrifiko tti 1-1cbagoirnona 

cHmak1md podu uyut (I) dokumcn SPM OU KKPD 

bclum cJinyutkun lcngkup, Kuasa BUD mengembalika n 

dokumen SPM OU KKPD kepada PA pa ling la mbat I 

(satu) hari kerja sejak diterima dokumen SPM OU 

KKPD. 

Bagian Kelima 

Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pemcrintah Dacrah 

Pasal42 

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui 

pendebitan rekening BP ke rekening Bank Penerbit 

KKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah 

pencaiaran dana SP2D diterima/masuk ke rekening 

BP. 

(2) Dalam hal pada SKPD terdapat BPP, pendebitan 

rekening BP ke rekening BPP dilakukan BP paling 

lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan dana 

SP2D-UP KKPD diterima/masuk ke rekening BP. 

(3) BPP melakukan pembayaran tagihan KKPD rnelalui 

pendebitan rekening BPP ke rekening Bank Penerbit 

KKPD paling larnbat 1 (satu) hari kerja setelah 

pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening 

BPP. 

(4) Pendebitan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah 

tagihan yang harus dibayar sebagaimana tercantum 

dalam DPT KKPD. 

(5) Pendebitan rekening BP/BPP menggunakan: 

a. layanan perbankan secara elektronik; dan 

b. cek/bilyet giro. 

(6) Layanan perbankan secara elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa: 

a. internet banking; atau 

b. kartu debit. 
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(7) Biaya yang timbul akibal pendebitan rekening 

penggunaan layanan perbankan secara elektronik 

dari rekening BP/ BPP sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada DPA SKPD. 

Pasal 43 

(1) Dalam hal terdapat tagihan KKPD yang belum 

dibayarkan oleh SKPD paling singkat 1 (satu) bulan 

sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, Bank Penerbit 

KKPD menyampaikan laporan tunggakan tagihan 

KKPD kepada SKPD yang bersangkutan dan 

ditembuskan ke PPKD selaku BUD. 

(2) Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana 

dimaksud pada aya t ( 1), PPKD selaku BUD 

mela kukan koordinasi dengan SKPD terkait. 

(3) Koordinas i scbaga imana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan untuk meng.kJarifikasi, menghimbau dan 

mcndorong SKPD mcla kukan pcrccpatan 

penyelcsa ia n tagi han KKPD yang bclum dibayarkan. 

(4) SKPD harus mcnyelesaikan tagihan KKPD 

sebagimana dimaksud pada ayal (3) paling lambat 1 

(satu) bulan sejak koordinasi dilakukan dcngan PPKD 

selaku BUD. 

Pasal 44 

(I) Pembayaran alas tagihan KKPD kcpada Bank 

Penerbit KKPD yang melebihi tagihan/haknya 

merupakan keterlanjuran pembayaran. 

(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kembali 

oleh Bank Penerbit KKPD ke rekening BP/BPP untuk 

penyetoran kembali. 

(3) Penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dimintakan oleh Administrator KKPD kepada Bank 

Penerbit KKPD melalui surat eletronik dan / a tau 

sarana tercepat lainnya setelah mendapat 

persetujuan dari PA/ KPA. 
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(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), Administrator KKPD harus 

menginformasikan: 

a. nilai keterlanuran pembayaran; 

b. nomor dan nama KKPD; 

c. bukti-bukti pembayaran/pemindahbukuan yang 

sah;dan 

d. nomor rekening BP/BPP untuk penyetoran 

kembali atas kelebihan pembayaran tagihan dari 

Bank Penerbit KKPD. 

(5) Dalam hal infonnasi permintaan penyetoran kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) 

telah terpenuhi, Bank Penerbit KKPD melakukan 

penyetoran kembali ke rekening BP/BPP dan/atau 

rekening yang ditunjuk paling lambat 5 (lima) hari 

kerja setelah pengajuan permintaan penyetoran 

kembali oleh Administrator KKPD. 

(6) Dalam hal infonnasi permintaan penyetoran kembali 

tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD 

memberitahukan kepada Administrator KKPD untuk 

memperbaiki permintaan penyetoran kembali 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

BAB VII 

BIAYA PENGGUNMN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 45 

(1) Bank Penerbit KKPD membebaskan SKPD dari biaya 

penggunaan KKPD, meliputi: 

a. biaya keanggotaan (membership fee); 

b. biaya pembayaran tagihan melalui teller, 

Anjungan Tunai Mandiri, dan e-banking; 

C. biaya pennintaan kenaikan batasan belanja 

(limit); 

d. biaya penggantian Kartu Kredit karena 

hilang/dicuri atau rusak; 
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e. biayo pcnggontfan PIN; 

f. biaya copy billing 8lolement; 

g. biaya pencetakan tambahan Jembur tugihun; 

h. biaya keterlambalan pembayaran; 

i. biaya bunga etas tunggekan/tagihan ynnr, 

tcrlambal clibayarkan; clan 

j. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang 

bekerjasarna clengan KKPD. 

(2) Dalarn penggunaan KKPD, biaya yang clibcbankan 

pacla APBD hanya biaya materai. 

(3) Pengaturan biaya sebagaimana climaksucl pacla ayat ( 1) 

clan ayat (2) clituangkan clalam perjanjian kcrja sama 

penggunaan KKPD antara PPKD selaku BUD dengan 

pejabat Bank Penerbit KKPD. 

BAB VIII 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 46 

(1) Pemerintah Kabupaten dan Kementerian Dalam Negeri 

melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah 

melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan 

pembayaran belanja daerah menggunakan KKPD 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan. 

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan 

pembayaran menggunakan KKPD sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Bupati menyampaikan laporan hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja daerah 

menggunakan KKPD kepada Gubemur. 

(4) Gubemur menyampaikan laporan hasil monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan pembayaran belanja dncrnh 

mcnggunakan KKPD kepada Mentcri melnlui Dircktur 

Jendernl Bina Keuangan Daerah. 
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Diundangl{a.Jja-cll 

BAB IX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 47 

(1) Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara 

pelaksanaan KKPD diatur dengan Keputusan PPKD. 

(2) Pemrosesan transaksi dan penyelenggaraan KKPD 

dilakukan oleh Bank dan/atau pihak terkait dengan 

memperhatikan pengaturan kartu kredit sebagai alat 

pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan 

otoritas di bidang sistem pembayaran. 

BABX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 48 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Musi 

Rawas Utara. 

~vr ?e1'k 

Ditetapkan di Muara Rupit A pada tanggal, 'l.; S~!'TEl'Vlt¼.~ 1ot.4 

Ir BUPATI MUSI RAWAS UTARA' 

2--~ 
1DEVI SUHARTONI 

pada 

SE AERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA, 

ANDARY 

RITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN.~~~OMOR .. 1~ 
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